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Aktivitas Pedagang Kaki Lima atau pedagang liar merupakan bagian dari
dinamika kehidupan perkotaan di Kabupaten Tulungagung. Aktivitas tersebut
berperan dalam menopang perekonomian masyarakat kecil, namun di sisi lain
juga menimbulkan berbagai persoalan ketertiban umum, seperti penggunaan
fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya, kemacetan lalu lintas, serta
gangguan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Pemerintah Kabupaten
Tulungagung telah mengatur penataan dan pengendalian aktivitas Pedagang Kaki
Lima melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran
yang mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum Pedagang Kaki Lima
terhadap ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah : 1) Bagaimana fenomena aktivitas
Pedagang Kaki Lima di kawasan trotoar dan Alun-Alun Kabupaten Tulungagung
serta bagaimana tingkat dan bentuk kepatuhan hukum Pedagang Kaki Lima
terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2012; 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan hukum Pedagang
Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2012 serta bagaimana permasalahan yang timbul dan solusi yang dapat dilakukan
dalam penataan Pedagang Kaki Lima di sepanjang trotoar dan kawasan Alun-
Alun Kabupaten Tulungagung; 3) Bagaimana Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dalam Perspektif Figih Siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban
Umum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis aktivitas
dan kepatuhan hukum Pedagang Kaki Lima di kawasan trotoar dan Alun-Alun
Kabupaten Tulungagung. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) aktivitas Pedagang Kaki Lima di
sepanjang trotoar dan kawasan Alun-Alun Kabupaten Tulungagung masih
berlangsung secara intensif meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2012. Tingkat kepatuhan hukum pedagang relatif rendah dan
bersifat situasional, di mana pedagang cenderung mematuhi aturan hanya pada
saat dilakukan penertiban atau pengawasan oleh aparat. 2) Ketidakpatuhan
tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa tekanan ekonomi,
ketergantungan pada lokasi strategis, serta rendahnya pemahaman hukum, dan
faktor eksternal berupa inkonsistensi penegakan hukum, lemahnya penerapan
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sanksi, serta keterbatasan lokasi relokasi yang layak dan strategis. Permasalahan
penataan PKL belum sepenuhnya terselesaikan karena kebijakan yang diterapkan
masih bersifat represif dan belum diimbangi dengan pendekatan pembinaan yang
berkelanjutan, sehingga diperlukan penataan yang lebih humanis, partisipatif, dan
berorientasi pada keseimbangan antara ketertiban umum dan keberlangsungan
ekonomi pedagang. 3) Dalam perspektif Figih Siyasah, penerapan Perda tersebut
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah, keadilan (“ad/), dan siyasah
syar’iyyah, karena kebijakan penertiban masih cenderung represif dan belum
diimbangi dengan upaya perlindungan serta pemberdayaan ekonomi pedagang.
Oleh karena itu, penataan Pedagang Kaki Lima perlu dilakukan melalui
pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan
umum tanpa mengabaikan keberlangsungan hidup pedagang.
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The activities of street vendors or illegal traders are part of the dynamics of
urban life in Tulungagung Regency. These activities play a role in supporting the
economy of small communities, but on the other hand they also raise various
public order problems, such as the use of public facilities that are not in
accordance with their designation, traffic congestion, and disturbances to the
cleanliness and beauty of the environment. The Tulungagung Regency
Government has regulated the arrangement and control of the activities of Street
Vendors through Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Public
Order. However, in its implementation, various violations were still found that
reflected the low level of legal compliance of street vendors with applicable
regulations.

This study has a problem formulation: 1) What is the phenomenon of street
vendor activities in the sidewalk area and Tulungagung Regency Square and how
is the level and form of legal compliance of street vendors to the implementation
of Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2012; 2) What
factors affect the legal compliance of Street Vendors with the Regional
Regulation of Tulungagung Regency Number 7 of 2012 and how the problems
arise and solutions that can be carried out in the arrangement of Street Vendors
along the sidewalks and the Tulungagung Regency Square area; 3) How to
Implement and Enforce Regional Regulation Number 7 of 2012 in the
Perspective of Figh Siyasah.

This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach.
The juridical approach was used to examine the provisions of the Tulungagung
Regency Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Public Order, while
the sociological approach was used to analyze the activities and legal compliance
of street vendors in the sidewalk area and the Tulungagung Regency Square. Data
was obtained through interviews, observations, and documentation, then
analyzed in a qualitative descriptive manner.

The results of the study show that 1) the activities of Street Vendors along
the sidewalks and the Tulungagung Regency Square area are still taking place
intensively even though it has been regulated in Regional Regulation Number 7
of 2012. The level of legal compliance of traders is relatively low and situational,
where traders tend to comply with the rules only when they are regulated or
supervised by the authorities. 2) The non-compliance is influenced by internal
factors in the form of economic pressure, dependence on strategic locations, and
low legal understanding, and external factors in the form of inconsistency in law
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enforcement, weak implementation of sanctions, and limited suitable and
strategic relocation locations. The problem of street vendor structuring has not
been fully resolved because the policies implemented are still repressive and have
not been balanced with a sustainable coaching approach, so a more humane,
participatory, and balance-oriented arrangement is needed between public order
and the sustainability of the traders' economy. 3) From the perspective of Figh
Siyasah, the implementation of the Regional Regulation has not fully reflected
the principles of maslahah, justice (‘adl), and siyasah syar'iyyah, because the
policy of regulation still tends to be repressive and has not been balanced with
efforts to protect and empower the economy of traders. Therefore, the
arrangement of street vendors needs to be carried out through a more humane,
participatory, and public benefit-oriented approach without neglecting the
survival of traders.
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